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1. Tindakan berdaulat (Sovereign act) Negara RI.

2. Sektor Pertahanan berpengaruh langsung terhadap 
kedaulatan dan HANKAM.

-> Harus dalam bentuk UU (Pengesahan DPR)

3. Persetujuan pertahanan terkait aspek hukum 
terutama hukum nasional dan hukum 
internasional.

-> Implikasi hukum.

Arti Penting Persetujuan
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1) Implikasi Persetujuan.

2). Urgensi  Persetujuan bagi kepentingan 
pertahanan keamanan RI.

Identifikasi Permasalahan
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I. Relevansi Swedia dan Kerja Sama 
Pertahanan RI - Swedia

II. Muatan Persetujuan

Implikasi juridis dari Persetujuan.

III. Analisis atas Identifikasi Permasalahan

PEMAPARAN
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1. Negara Netral (PD I dan PD II)

2. Memiliki kekuatan militer kuat di dunia

i. Pengekspor alutsista terbesar ke-4 dunia

ii. Sejak 1980 peralatan militer Swedia di RI

3. Negara pantai (dengan struktur geografis 
khas)

4. Hubungan baik dan kerja sama Swedia – RI 
yang cukup harmonis di berbagai bidang.

I. Relevansi Swedia
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1. Pengakuan Swedia terhadap Pertahanan RI.

2. Meningkatkan kerja sama pertahanan lebih erat 
kedua negara

3. Membuka lebih lanjut hubungan baik di bidang alih 
teknologi, maritim, dll

4. Situasi Kondisi Keamanan di Asia Tenggara 
(Ketegangan AS – China)

5. Posisi RI di Asia Tenggara

I. Relevansi Kerja sama Pertahanan 
Dengan Swedia
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I. Relevansi Swedia
Persetujuan Sebelumnya

1. Protocol Amending to the Trade Agreement between the 
Government of the Republic of Indonesia and Government of 
the Kingdom of Sweden, signed in Jakarta on 29 July 1954

2. Agreement between the Government of the Republic of 
Indonesia and the Government of Sweden for Air Services 
between their respective Territories (1971)

3. Convention between the Republic of Indonesia and the 
Kingdom of Sweden for the Avoidance of Double Taxation 
and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on 
Income (1989)

4. Agreement between the Government of the Republic of 
Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden on 
the Promotion and Protection of Investments and Protocol 
(1992)

….
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I. Relevansi Swedia
Persetujuan Sebelumnya

5. Letter of Intent regarding Science, Technology and Innovation 
between the Government of the Republic of Indonesia and 
the Government of the Kingdom of Sweden (2013)

6. Letter of Intent between the Government of the Republic of 
Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden 
concerning Health Cooperation (2013)

7. Letter of Intent between the Government of the Republic of 
Indonesia and the Government of the Kingdom of Sweden 
on Environmental Cooperation (2013)

8. Memorandum of Understanding between the Ministry of 
Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia 
and the Ministry of the Environment and Energy of the 
Kingdom of Sweden on Cooperation in the Field of Energy 
Development (2017)

….
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I. Relevansi Swedia
Persetujuan Sebelumnya

9. Memorandum of Understanding between the 
Government of the Republic of Indonesia and the 
Government of the Kingdom of Sweden concerning 
Cooperation in the Transport Sector (2017)

10. Memorandum of Understanding between the 
Ministry of Research, Technology and Higher 
Education of the Republic of Indonesia and the 
Ministry of Education and Research of the Kingdom 
of Sweden on Research, Technology and Higher 
Education Cooperation (2017).

-> Kerjasama selama ini dalam berbagai bidang –
selain pertahanan - sudah cukup baik
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II. Muatan Persetujuan
Preambul/Mukadimah dan 9 Pasal.

A. Mukadimah:

1). Meningkatkan dan memperkuat hubungan 
pertahanan didasarkan prinsip kesetaraan, saling 
percaya dan pengertian.

2). Memperkuat hubungan TNI dan AB Swedia

3). Menghormati kedaulatan dan integritas 
wilayah kedua pihak

4). Sesuai dengan hukum dan peraturan yang 
berlaku di kedua negara.
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II. Muatan Persetujuan
Preambul/Mukadimah dan SUBSTANSI (9 Pasal)

B. SUBSTANSI:  1. Ruang Lingkup Kerja Sama

(i) Pertukaran informasi, pengalaman, praktik terbaik tentang 
politik militer dan isu keamanan maritim internasional.

(ii) Penelitian dan Pengembangan, IPTEK

(iii) Kerja sama dan pertukaran pengalaman di bidang dukungan 
logistik dan pemeliharaan

(iv) Transfer teknologi, penelitian bersama, produksi dan 
pemasaran bersama, dan jaminan kualitas

(v) Pelatihan dan pendidikan termasuk personel sipil pada 
Kemhan

(vi) Kerjasama dalam kedokteran militer dan pelayanan 
kesehatan militer (Pasal 2)
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II. Muatan Persetujuan
Preambul/Mukadimah dan SUBSTANSI (9 Pasal)

B. SUBSTANSI:

2. Kerahasiaan (Pasal 4)

3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual 
(Pasal 5)

4. Kemungkinan amandemen terhadap 
Persetujuan (Pasal 7)

5. Biaya masing-masing pihak (Pasal 8)

6. Pengakhiran Persetujuan (Pasal 9)
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III. Analisis atas Identifikasi Permasalahan
1) Implikasi Persetujuan

1. Hukum

-> Komitmen tidak melanggar hukum nasional 
(Mukadimah)

2. Substansi

Pengembangan kerja sama bilateral di bidang 
pertahanan, pertukaran informasi, penelitian 
dan pendidikan, kesehatan, IPTEK, keamanan 
maritim -> Kepentingan RI

3. …
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III. Analisis atas Identifikasi Permasalahan
1) Implikasi Persetujuan

3. Biaya

Ditanggung masing-masing (Pasal 8)

4. Klausul Pengaman

a. Amandemen Persetujuan (Pasal 7)

b. Pengakhiran Persetujuan (Pasal 9)
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III. Analisis atas Identifikasi Permasalahan
2). Urgensi Persetujuan

1. Kesempatan Kerja Sama

2. Kebutuhan Alutsista

3. Pengembangan SDM

4. Pengembangan IPTEK

5. Aspek Kesehatan Hankam

6. Situasi dan kondisi Kemanan Maritim 

7. Situasi Laut China Selatan
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.
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1) Persetujuan memberi implikasi positif bagi 
bidang pertahanan RI

2) Persetujuan Kerja Sama RI - Swedia di Bidang 
Pertahanan mendesak disahkan

“Peran Yth DPR sangat menentukan dalam 
memberikan pengesahan” 

KESIMPULAN



1810/21/2020

TERIMA KASIH
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1. Rancangan Penjelasan atas Rancangan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor … Tahun … tentang …

Halaman 2 tertulis:

“ … Government of the Kingdom of Sweden Concerning 
Cooperation in the Field of Defence) yang telah 
ditandatangani pada tanggal 20 Januari 2016 di Jakarta, 
Indonesia … .”

Halaman 2 seharusnya:

“ … Government of the Kingdom of Sweden Concerning 
Cooperation in the Field of Defence) yang telah 
ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2016 di Jakarta, 
Indonesia … .”

CATATAN


